PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS CABANG MAUMERE
TENTANG

JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN

Nomor : 184 /KPA.W23-A9/HKO05/1/2025
Nomor : 58/PKS/KURLOG-4 /0125

Pada hart i Jumnat, tonggal 24 bulnn Jonuan Tahun 2025 (24-01-2025), yang
bertanda tangan dibawnh ini :

Namano : Mahmud Hadi Riyanto
Jabatan : Ketua Penpacilan Agama Maumere
Alamat : Jolan  Diponegoro, Recamnton  Alok  Barat,

Kabupaten Sikka

Dnlam hal im1 bertindak dalom jabatan tersebut dan saoh mewnkahh PIHAK KEDUA

Nama : Muchidzan Baini

Jabatan : Kepaln Knntor PT Pos Indonesin (Persero) Cabang
Maumere

Alnmnt : Jalan Swadnya Pos No. 2 Kelurnhan Kota Baru,

Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikkn

Daolam hal ini bertindnk dalom jabatan tersebut dan sah mewnkili PT. Pos
Indonesin [Persera) Cabang Maumere untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU don PTHAK KEDUA selanjutnya secarn bersama-sama dalam
Perjanjinon Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendin-sendin disebut
PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu mencrangkan hal-hal sebagn: benikut:

1. PIHAK KESATU adnlah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama mencakup bidang
perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf: zakat; infag; shadogah; don
ckonomi syarinh dengan  yurisdiksi menecakup  seluruh wilayah
Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terdini atas 21 (dua puluh
satu) kecamatan, 147 (seratus empat puluh tujuh] desa  dan 13 {uga
belas) kelurnhon;

2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk
turut sertn meloksanakan dan menunjang kebijakan dan  program
Pemerintah  di bidang ekonomi dan pembanpgunan nasional  pada
umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro
bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayoh Republik
Indonesin dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

Denpan  memperhatiknn Ketentuan  peraturan perundang-undangoan

meliputs;

1. Undanpg - Undang Nomor 14 Tanhun 1985 tentang Mahkamah Agung
scbapgnimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang = Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung

2, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedun atas Undang = Undang Nomor 7 Tahun
19589 tentang Peradilan Agama

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Undong - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagnimanna diubah terakhir dengan Undang = Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubnhan Atas Undang = Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkaowinan.

5. Undang = Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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B,

10,

11.

12.

13.

14.
15.

Undanpg - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anank
sebapaimana diubah terakhir dengan Undang = Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah  Penggantt Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedun Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjnd
Undang-Undang.

. Undang - Undang Republik Indonesin Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kescjnhterann Sosial.

. Undnng - Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejnhteraan [bu Dan

Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan,

.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Undang - Undang Nomor 19 Tohun 2023 tentang Badan Usaha Mihk
Negara sebagnimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang = Undang.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenngakerjnan
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggonti Undong -
Undoang Nomor 2 Tohun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -
Undong .

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras
Kependudukan scbagnimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 24 Tnhun 2013 tentang Perubahan atas Undang = Undang Nomaor
23 Tonhun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksnnonn
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang POS,

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Peloksanann
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undong-
Undang Nomeor 38 Tahun 2009 Tentang POS.



16. Peraturan Pemerintah  Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirinn,
Pengurusan, Pengawasan don Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
scbagnimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tohun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negora.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
sebagnimann telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Penpupahan.

18. Peraturan Mnhkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,

19, Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  PER-
03/MBU/08/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjosama Badan
Usaha Milik Negara telah beberapa kali diubah  terakhir dengan
Peraturan  Menteri  badan  Usaha  MilikNegara  Nomor  PER-
07 /MBU/04/2021 tentang Perubahan Keduda atas Peraturan Menteri
Badan Usnhn Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08 /2017 Tahun 2017
tentang Pedoman Kerjosama Badan Usaha Milik Negara.

20, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam

21, Surat Dircktur Jenderal Badan Peradilan Agamn Mahkamah Agung
Republik Indonesin Nomor 1960/DjA/HE.00/6/2021 tentang Jaminan
Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Percerainn

PARA PIHAK telah scpakat dan setuju untuk mengikat diri dalam

PERJANJIAN KERJASAMA JAMINAN PERLINDUNGAN HAK - HAK

PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN, vang sclanjutnya discbut

Perjanjian Kerjasama scsuni dengan ketentuan dan syarat-syaral yang

tercantum dalam Pasnl di bawah ini.



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjinn Kerjnsama ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya
Percerninn adalnh  seperangkat instrumen, kaidah dan upaya yang
dilnksanakan baik yang bersifat preventil maupun represif dalam rangka
menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak
setelah terjndinyn percerman,

2, Perempuan  adalah  seorang  istri yang  telah  berakhir  ikatan
perkawinannya karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang
telnh berkekuatan hukum tetap.

3. Anak adaloh sescorang yang belum berusin 18 [delapan belas) dan/atau
belum menikah termasuk anok yvang masih dalam kandungan yang
menjadi korban  percernian kedun orang tuanya  berdasar putusan
pengadilan yong telah berkekuatan hukum tetap.

4. Badon Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut scbagai BUMN
adalnh badan usnha yang scluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
olch negara melnlui penyertaan secara langsung yang berasal dan
kekayaan negara yang dipisnhkan.

5. Karyawan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut sebagai
Karyvawann BUMN  adalah  pekerjin BUMN  yang  pengangkatan,
pemberhentian,  hak  dan  kewajibannya  ditetapkan  berdasarkan
perjanjian kerjn bersama sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidong ketenngakerjnan yang bekerja di lingkup PT Pos
Indonesia (Persero} Cabang Maumere.

6. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggungianwab atas Kepengurusan
BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik
di dolam maupun di luar pengadilan.

7. Perjnnjian Kerja adalah perjanjian antara pekerjn/buruh dengan pemberi
kerjn dalam hal ini adalah Direksi yang memuat syarat-syarat kerja, hak
don kewnjiban para prhak.

8. Perjanjian  Kerjn Bersama adalah  perjanjinn yang merupakan  hasil
perundingan antara Serikat Pekerja atau Serikat Buruh atau beberapa



Serikat Pekerjn atau Buruh dalam BUMN yang tercatat pada instansi
vang bertanggungiawab di bidang ketenagakerjnan dengan Direksi atau
beberapa Direksi atnu perkumpulan Direksi yang memuat syarat — syarat
kerjn, hak dan kewnjiban kedun belah pihak.

9, Peraturan Perusahann adalnh peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
Direksi yang memuant syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

10. Upah adalah hak Karyawan BUMN yang  berkedudukan schagni
pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
Badan Usaha Milik Negara sebagni pemberi kerja yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerjn, kescpakatan atau sesuad
peraturan  perundang-undangan termasuk  tunjangan bagi Karyawan
BUMN dan keluarganyva atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau
akan dilnkukan.

11. Nafkah mut'ah adolah pemberian berwujud kenang-kenangan dalam
bentuk wang atau benda dari mantan suami kepada mantan istri setelah
terjadinya perceriuan,

12, Nafkah iddah, maskan dan kiswah adnlnh pemberian nafkah, tempat
tinggal dan pakainn yang lavak dari mantan suami kepada mantan st
13. Nafkah pemeliharaan anak adalah binya pemeliharann, pengnsuhan dan
pendidikan kepada anak yang hak pemeliharaanya telah ditetapkan
kepada saloh satu orangtuanya atau keluarga atau pihak lnin yang

menggantikannya.

14. Mahar terutang adaloh pembayaran wajib yang diberikan dan dinyatakan
dari ecalon suami kepada calon istri dolam  akad nikah  yang
ditanpguhkonnya pembayarannya dan wajib  dilunasi ketika terjodi
percerainmn.

15. Harta bersamna adolah harta yang diperoleh olech suami dan istri
sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan
samapai berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian
maupun putusan pengodilan,

16. Percerainn adnlah salah satu sebab putusnya perkawinan akibat adanya
talak vang dinjukan olch suami atau gugatan cerai yang dinjukan olch

istri karenn suatu alasan = alasan tertentu berdasarkan suatu putusan



pengadilon yang telah berkekuatan hukum tetap,

17. Pengadilan Agama adalah adalah Pengadilan Agama Maumere.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah scbagai pedoman bagi PARA

PIHAK dalom melnksanokan kerjosama terkait Jaminan Perlindungan

Hak-Hak Perempunn dan Anok setelah terjadinya Perceraian;

2. Tujuan Perjanjinn Kerjosama ini adalah:

i,

Memberikan  perlindungan hukum  kepada Perempuan don Anak
sebelum, sclamn dan setelah terjodinya proses Percernian  sccora

optimal;

. Meninpkatkan efcktivitas, keordinasi dan kerjnsama dalam pelayanan

pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;

. Melaksanakan mitignsi dampak negatif don resiko Perceraian seperti

penelantaran  anak, penelantaran ckonomi, kemiskinan  baru,
terputusnya pendidikan Anak serta dampak lninnya sebelum, selama

dan scteloh terjadinya Percerainn;

. Memastikan pemenubhan hak = hak Anak dan Perempuan setelah

terjadinya Percernian terpenuhi secara efektifl dan optumal;

. Memastikan pelaksanann putusan Pengadilan yvang telah berkekuatan

hukum tetap terkait dengan perkara Percerainn dan pemenuhan hak-
hak Annk dan Perempuan secarn efektf, efisien dan optimal

Pasal 3
SASARAN

Sasaran Perjonjinn Kerjasama ini adnlah Karyawan pada PT Pos Indonesia

(Persero) Cabang Maumere.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjonjian Kerjasama ini meliputi

1. Pelaksannan edukasi don sosiolisosi tentang urgensi pemenuhan don

Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan don Annk scbelum, selama



dan sctelnh terjadinyn Percerainn

2. Pelnksanann amar putusan Percermunn yang sudah berkekuntan hukum

tetap dengan melakukan pemotongan Upah atau penghasilan lain yang

sah dar Karyaownn BUMN untuk discrahkan kepadn Perempuan dan

Annk sesum amar putusan Perceraian tersebut;

3. Pelnksannnn  intervensi, monitoring dan  evalunsi  atas  Jaminon

Pemenuhan Hok-Hak Perempunn don Annk sebelum, selnmn atan setelah

terjadinya Perceraian

Pasal 5
HAK - HAK ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

(1) Setinp Anak berhak untuk:

n. hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secarn wojor sesuand

s

-

dengan  harkat  dan martabat | Kemanusinan serta mendapat

perlindungan dari kekernsan dan diskriminnsi

.memperolech suatu nama secbagai identitns diri don status

Kewarganegaraan
beribadah menurut agamanya, berpikir dan  berekspresi  sesuai

kecerdasan dan usinnya dalam bimbingan orang tua atau wali;

. mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan dinsuh oleh orang tunnya

sendir;

. dinsuh, dinngkat nnak nsuh atau annk angkat oleh orang lnin dalam

hal karenn suatu scbab orang tuanya tidak dapat menjnmin tumbuh
kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar;
memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosinl sesuni dengan

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;

. memperoleh pendidikan doan pengajaran dalam rangka pengembangan

pribadinya don tingkat kecerdasannya sesuni dengan minat dan bakat;

.menyatakan dan didenpar pendapatnya, menerima, mencari, Jdan

memberikan informasi sesuad denpon tingkat kecerdosan dan usinonya
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilni-nilni kesusilann dan

kepatutan;

. beristirnhat dan memanfoatkan waktu luang, bergaul dengan anak

yvang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengnn minat,



bakat, dan tingkat kecerdansannya demi pengembangan diri;

. mendapatkan perlindungnn dori perlnkunn diskriminasi, cksploitasi,

bk ckonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan,
dan penganinyaan, ketidakadilan, penyalahgunann dalam  kepiatan
politik, pelibatan  dalam  sengketa  bersenjata, pelibatan  dalam
kerusuhan sosial, pelibatan dalam persitiwa yang mengandung unsur
kekernsan, pelibatan dalam  peperongan, kejohatan  sekssual dan
perlnkuan salah lninnya;

K. dinsuh oleh orang tuanya sendir, kecuali jika ada alasan dan/atau

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah
demi kepentingan terbuk bagi Anak don merupakan pertimbangan

terakhir;

(2} Dalam hal Anak terjndi pemisahan sebagnimana dimaksud dalam ayat

(3

()

(1) huruf k, Anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secarn tetap dengan
kedun orang tuanya;

b. mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharoan,  pendidikan  dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dori kedun orang
tuanya sesuni dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dan kedua orang tuanya; don

d. memperoleh hok Anak Ininnyva;

Pelaksanann dan pemenuhan hak Anak scbhagnimana dimaksud dalam

ayat (1) hurul e, k don ayat (2) huruf a, b dan ¢ dilaksanakan

berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum
tetap yvang dikeluarkan oleh PTHAK KESATU

Besaran nafkah dan  pembiayaan  yang diberikan  kepada  Annk

sebagnimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan ¢ setelah terjodinyn

Percernian dapat ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama

yvang telah berkekuatan hukum tetap yvang dikeluarkan olech PIHAK

KESATU



Pasal 6
HAK - HAK PEREMPUAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
(1) Setinp Perempuan berhak:

o, memperolch penghargnnn atas harkat dan martabat moanusing

b. memperoleh persamann di depan hukum;

c. memperoleh  perlakuan yang non diskriminasi dengan  berbasis
keadilnn dan kesctarann gender;

d. memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastinn hukum;

c. memperoleh perlindungan atas kekerasan fisik, psikis, scksunl dan
penelantarnn ckonomi;

[. memperoleh nafkah mut'ah, nofkah fddaeh, maskan dan kKswah,
mahar terutang dan harta bersama;

(2) Bezarnon nafkah mut'ah, noafkah fddah, maskan don kiswah, mahar
terutang dan harta bersama sebagnimana diatur dalam ayat (1) huraf
dapat ditetapkan berdasarkan putusan Pengodilan Agama yang telah
berkekuantan hukum tetap yvang dikeluarkan olch PTHAK KESATU

Pasal 7
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memenksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkarn-perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragaman islam di bidang
perkawinan  termasuk  perceraian, pembagian harta bersama,
pengasuhan  anak, waris, wasint, wakaf, zokat, infag, shodogaoh,
ckonomis yarinh don perkarn-perkarn lninnya yang terkait dengan
Jaminan  Perlindungnn Hak - Hak Anak don Perempunn  setelah
terjndinya Percerainn;

2. Membangun pelayanan peradilan yang berlandnskan keadilan, kepastinn
dan kemanfantan hukum, tercermin dalam putusan Percerainn yvang
memberikan perlindungan hukum doan kepastinn hak bagi Perempuan
dan Anak sctelah terjodinya Percerainn.

3. Mencantumkan dalam amar putusan tentang pemotongan langsung

penghasilan bagi scorang Karyowan BUMN terkait kewajiban dnlam

10



pemenuhan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan doan Annk;

4. Memberikan salinan amar putusan percerainn atau perkara lninnya yang
telnh berkekuatan hukum tetap atas Korvownan BUMN kepadan PTHAK
KEDUA dalam hal amar putusan terscbutl mencantumkan amar terkot
Jaminan Perlindungan Hok - Hak Perempuan dan Anak;

5. Melaksannkan pertukaran don sinkronisasi informasi dan dota terkait
perkarn Percerninn dan Jaminon Perlindungan Hank - Hok Perempunn
dan Anak setelah terjadinya Percerainn kepadn PIHAK KEDUA

6. Melaksanakan edukasi dan pemahaman tentang urgensi pemenuhan
serta Jauminan Perlindungan Hak - Hak Perempuan don Anonk sectelah
terjndinya Percerainn bersama-sama dengan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA melnksanokan hal-hal sebagni berikut:

1. Melaksannkan pemahaman tentang urgensi pemenuhan serta Jaminan
Perlindungan Hak - Hnk Perempunn don Anak sctelnh teadinva
Percerninn bersama-samna dengnn PIHAK PERTAMA

2. Melaksnnnkan pertukaran don sinkronisasi informasi dan data terkait
perkara Percerninn dan Jaminan Perlindungan Hak - Hak Perempuan
dan Anak setelnh terjadinya Percerninn kepadna PIHAK PERTABA

3. Mentaati isi dan amar putusan Pengadilan Apama yang dikeluarkan oleh
PIHAK PERTAMA dalam hal putusan tersebut mengandung amar terkait
Jaminan Perlindungan Hak = Hak Perempuan dan Anak.

4. Melaksanakan intervensi, monitoring dan evaluasi pelonksanaan putusan
Pengndilan Apnma yvang dikeluarkan olch PIHAK PERTAMA, dnlaom hal
putusan terscbut memunt kKewapban bam scorang Koryawan BUMN
untuk melaksanokan pemenuhan atas Jaminan Perlindungan Hak - Hak
Perempunn don Anak setelah terjndinya Percerninn

3. Menpupayakan pemenuhan kewapban Jaminan Perlindungnn Hak - Hak
Perempuan dan Anak oleh Karyawan BUMN setelah terjadinya Percerainn
melalui mekanisme Pemotongan Upah sebagoimonn  diatur  dalom
ketentuan  perundang - undangan  yang besarannya  ditetapkan
berdnsarkan putusan Pengadilan Aganma vang dikeluarkan coleh PIHAK
PERTAMA



(2]

(3)

()

(5]

(6]

(7)

Pasal 8
PEMOTONGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN JAMINAN PERLINDUNGAN
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN
PIHAK PERTAMA mcnycrahkan salinan putusan Pengadilan Agamn
berkekuatan hukum tetap yang amar putusannyn memuat kewajiban
secorang Karyawan BUMN untuk memenuhi Jaminan Perlindungan Hok
- Hnk Perempuan dan Anak sectelah terjadinya Percerman kepada
PIHAK KEDUA.
Salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat memuat Jaminan Perlindunpan Hak - Hak Perempuan dan
Anok setelah terjodinya Percerninn schagumana dintur namun tdok
terbatas pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, k dan/atau Pasnl 5 ayat (2)
huruf a, b dan ¢ dan/atau Pasal 6 ayat (1) huraf .
Setelnh menerima salinan putusan sebagnimann dimaksud dalam avat
(1), PTHAK KEDUA mengupayakan terpenuhinya Jaminan Perlindungan
Hak = Hak Perempuan don Annk setelnh terjndinyn Percerainn melnlui
mekonisme Pemotongnn Upah untuk pembayaran utang Karyoawan
BUMN sebagaimana dintur dalom peraturan perundang-undangan;
Pemotongan Upah sebagnimann dimaksud dolam ayat (3) dilakukan
berdasarkan  kesepakatan  tertulis  atau  pegamjinn tertulis | yang
dilnkzanakon antarn PTHAK KEDUA dengan Kanvawan BUMN tersebut;
Sctelah  adanya  kesepakatan  tertulis  atau  perjanjian  tertulis
sebagnimana dimaksud dalnm ayat (4), PIHAK KEDUA berkoordinasi
dan  supervist  kepada  bendonhara Upah  ataw  pengelola sistem
pembayaran Upah di lingkup satunn kerja tempat seorang Karyvawan
BUMN bertugns untuk melaksanakan pemotongan Upah dalam rangka
memenuhi Kewajiban yang tercantum dalam amar putusan terscbut.
Atas hambatan dan kendanla yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 8
tersebut, PIHAK KEDUA menyampaikan hambatan don kendala vang
dihndnpi tersebut kepodn PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA dun PIHAK KEDUA sccara bersamp-sama mencarn

solusi terbaik dalam rongka terpenuhinya Jaminan Perlindungan Hak -



Hak Perempuan don Anak sctelah terjadinya Percerainn

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK baik sccara bersama-sama atau sendiri-sendin sesuad
tugans, fungsi doan kewenangannya masing-masing scpakat untuk
melakukan monitering dan evaluasi terhadnp pelaksannnn Perjanjinn
Kerjasama ini;

(2] Menitoring dan  Evaluasi scbagnimana dimaksud pada ayat (1)
dilnkukan paling sedikit 1 (satuw] kali selaoma 6 bulnn atau sewaktu-
wanktu sesuni kesepakatan PARA PIHAK;

(3) Hasil monitoring dan cvaluasi schbagmmana dimaksud pada ayvat (1)
akon digunokan scbhagai masukan don bahan pertimbangan dalam
Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 10

JANGEKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Perjnnjinn Kerjasama  ini berlnku  sclama 5 (lima) tahun  sejok
penandatanganan Perjanjinn Kerjasama ing

(2) Apabila dikemudinn hari  terdapat perubahan  dalam  Perjanjinn
Kerjosama ini maka dilnkukan perbaikan sebagaimana mestinya yang
disepakati PARA PIHAK;

(3) Perjanjinn Kerjnsama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya
apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atauw  kebijonkan
pemerintah yang tidnk memungkinkan berlangsungnya kesepakatan

bersaman ini tanpa terikat waktu.

Pasal 11
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjnsama ini dibebankan
kepada anpggaran PARA PIHAK dan sumber pembinyann lainnya yang snh

dnn sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Jika dikemudian hari terdapat perselisihan sebagni akibat dori pelaksanaan
Perjanjinn Kerjnsamn ini, maka akan disclesaikan melalui Musyawarah

Mufakat.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang
berdampak padn perlunyva dilnkukan perubahan dalnm pelnksannnn
Perjnnjinn Kerjnsaoma  ini, akan dimusyawarnhkan doan disepakati
bersama olch PARA PIHAK secsual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Hal - hal yang tidak atau belum cukup dintur dalam Perjanjinn
Kerjasama ini akan diatur kemudinon olch PARA PIHAK berdasarkan
kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Perjanpan Kerjasama
atau Tambahan (Adendum] yang merupakan bagian yang tidok

terpisnhkan dari Perjanjinn Kerjnsama ini.

Pasal 14

PENUTUP
Demikinn Perjanjinn Kerjosama ini dibuat dan ditandatangam oleh PARA
PIHAK padn tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2
{dun) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum

yang sama untuk dapat dipergunakan scbagaimona mestinyao.

PIHAK KESATU

HADI RIYANTO
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